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600 Unit Kendaraan v~
Roda Dua Milik Pemkab Raib

PALU, MERCUSUAR
Sekira 600 unit kendaraan
roda dua yang merupakan
aset Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Tolitoli tidak
diketahui keberadaannya
alias raib.

Hal itu diungkapkan
Sekretaris Kabupaten
(Sekkab) Tolitoli,
Drs. Mukaddis
Syarsuddin,
M.Si saat
didapukjadi
pembicara
pada Rapat
Koordinasi
(Rakor)
pejabat
Pemerintahan Kabupaten
(Pemkab) Tolitoli dengan
pimpinan Satuan Kerja
Perang-kat Daerah (SKPD),
camat dan lurah, di Aula

Rumah
Jabatan
(Rujab)
Bupati,
Rabu
(1a/12/
2016).
15ae
telah

Mukaddis Syamsuddin

dilakukan dua tahun
berturut-turut opname
kendaraan roda dua, hanya
terjaring 1.100 kendaraan
dari 1.702 kendaraan roda

duayangada, artinya masih
ada sekitar 600 kendaraan
yang tidak tahu arahnya
ke mana,” ujar Sekkab
Mukaddis. 7

Ta juga menyinggung
perilaku sebagian oknum
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang suka menghapus aset
kendaraan milik Pemda
yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD).

“Bahkan ada kendaraan
yang baru masuk di
pengadaan, diminta
kepada saya untuk
dihapus dari daftar
inventaris. Bagaimana
caranya, sementara
pengadaannya pakai
APBD,” sesalnya.

Baca RAIB di hal . 19
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Perbuatan tersebut kata Mukaddis, bisa dikatagorikan
penggelapan. Sehingga, ia mengimbau para pengelola
keuangan, terutama bendahara, pengguna anggaran dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertindak
jujur.

“Saya juga minta kepada pejabat SKPD agar mencatat
dengan baik asetnya dan memberitahukan secara
fisik,”jelasnya.

Untuk itu, Mukaddis meminta ada sinergitas dalam
menginventarisasi aset itu, sebab pada 2015 silam,
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tolitoli gagal mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) karena persoalan aset.

“Kemarin kita sudah taktisi agar mendapat WTP, cuma
karena persolan itu lagi kita gagal memperoleh predikat
tersebut,” tegasnya. ivt




